PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50
TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN

Menimbang

Mengingat

o

KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan evaluasi penjabaran tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan
Kepegawaian Daerah, terdapat uraian tugas pokok dan
fungsi yang kurang sesuai, perlu diadakan revisi;

bahwa setelah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah
dilaksanakan terdapat uraian tugas yang tidak tepat, setelah
mendapatkan  koreksi dan masukan, maka perlu
direvisi/dirubah agar lebih baik;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2008 tantang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2008 tantang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 173);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kebupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172).

13. Peraturan Daerah Kebupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHAJRO NOMOR 50 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHERJO.

Pasal |

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
Nomor 201), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 2
Sub Bidang Pembinaan
Pasal 9

(1) Sub Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi
Data Pegawai dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
di bidang pembinaan pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan
mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pembinaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;



. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan BKD
untuk  mendapatkan masukan, informasi guna
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian skala kabupaten;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian skala kabupaten;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan
kabupaten;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pembinaan dan  pengawasan
manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan
kabupaten;

i. menyiapkan bahan usulan tanda penghargaan atau

penghormatan pegawai;

j. melaksanakan pengurusan kartu asuransi kesehatan,

kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan pencairan
dana bapertarum bagi pegawai yang membutuhkan;

. melaksanakan pemrosesan pengajuan/permohonan
cuti pegawai;

. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
pegawai negeri sipil;

.membina pelaksanaan kegiatan optimal di bidang
pembinaan pegawai negeri sipil;

. menyelenggarakan kegiatan optimal di bidang
pembinaan pegawai negeri sipil;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;



g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Pebruari 2011

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo ttd
pada tanggal 26 Pebruari 2011 WARDOYO WIJAYA
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 17



